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“Governance identifies the power dependence inwolved the
relationships beetwen institutions involved in collective action. Organizations are dependent upon
each other for the achievement of collective action, and thas must exchange resources and negitiate

shared understandings of ultimate program goals.”

“pelayanan”










“etic” ,




“emic”,

dan kewajibannya sebagai warga negara maupun sebagai konsumen masih
berada pada kategori relatif masih rendah, sehingga mereka akan lebih
cenderung untuk menerima begitu saja (apatis) terhadap bentuk pelayanan
publik yang diberikan oleh unsur instansi birokrasi pemerintah yang bersifat
cuma-cuma, atau betrorientasi kepada kepentingan sosial masyarakat yang

dilayaninya.

“kepuasan masyarakat”.

“negara tanpa batas”,
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ilmu dan pengetahuan serta perkembangan dari teknologi, khususnya pada teknologi
komunikasi telah memunculkan suatu konsep yang disebut dengan konsep "dunia tanpa
batas”, artinya melalui teknologi komunikasi manusia bisa menembus negara lain tanpa
harus melapor terlebih dahulu kepada petugas imigrasi negara yang bersangkutan secara
phisik, seakan dunia tidak lagi mengenal batas-batas wilayah suatu negara secara
administratif, karena melalui media komunikasi manusia bisa masuk secara maya
terhadap negara lain yang diinginkannya, oleh karena itu pemerintah harus mengikuti
lajunya perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan berbagai
perubahan organisasi dan manajemen pemerintahan. Sehingga memunculkan konsep-

konsep baru pemerintahan dalam dua dasawarsa yang terakhir.




negara di dunia, khususnya di negara Indonesia telah mengakibatkan terjadinya berbagai
bentuk perubahan paradigma pemerintahan, selama ini hubungan antara pemerintah
dengan masyarakat dalam bentuk atasan dan bawahan (hierarkhis) telah berubah bentuk
menjadi hubungan vyang bersifat "kemitraan atau sejajar” (hekrarkhis), hal ini
mengakibatkan masyarakat harus senantiasa diikutsertakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kondisi ini merupakan
wujud dari konsep Good Governance yakni penyelanggaraan pemerintahan secara
bersama antara unsur pemerintah dengan unsur masyarakat dan unsur swasta (3
domaind Good Governance) yang berbeda fungsi satu sama lainnya, pemerintah sebagai
unsur pelaksana pemerintahan, sedangkan masyarakat dan swasta sebagai unsur yang

membantu tugas pemerintah.

di Indonesia, mengharuskan negara-negara yang mengalami krisis ekonomi tersebut
berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang bersifat baru,
karena selama ini anggaran negara maupun anggara daerah cukup untuk membiayai
seluruh penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan sehingga selama ini
pemerintah sangat bergantung pada anggaran negara dan anggaran daerahtersebut,
sedangkan sekarang dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat
yang semakin meningkat, maka anggaran tersebut tidak lagi mencukupi, sehingga
pemerintah harus berupaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain dengan
melakukan berbagai bentuk upaya, strategi dan melakukan berbagai perubahan. Sebagai
salah satunya adalah menerapkan konsep Reinventing Government. Reiventing
Government adalah mentransfer atau mengadopsi nilai-nilai  ekonomi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, atau sering juga disebut dengan pemerintahan

kewirausahaan.

I —

khususnya di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk perubahan
dalam kehidupan politik dan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Mulai
dari Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota yang dahulunya dilakukan dengan
sistem perwakilan sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945 akibat dari tuntutan masyarakat yang kuat diganti dengan sistem demokrasi melalui

proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat, Asas Pemilihan Umum vyang
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